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OPINI

Kalender Islam dan Kebersamaan

SETIAP tahun beredar berbagai
macam kalender Islam di Indonesia.
Dalam kalender tersebut sudah diketahui

TAJUK RENCANA

Kontroversi Permenaker Soal JHT

harus terus berjalan. Kalender Islam
Global tentu bisa menjadi pilihan untuk

Susiknan Azhari

PERATURAN Menteri Tenaga
Kerja (Permenaker) No 2 Tahun
2022 tentang Tata Cara dan
Persyaratan Pembayaran Man-
faat Jaminan Hari Tua (JHT)
masih menimbulkan kontroversi
di masyarakat. Kalangan legisla-
tif meminta agar Menaker men-
cabut aturan tersebut karena ti-
dak memenuhi asas keadilan
masyarakat, namun pemerintah
tetap kukuh mempertahankan
dan akan memberlakukan per-
aturan baru tersebut Mei 2022.

Menteri Tenaga Kerja (Mena-
ker) Ida Fauziyah pun memper-
silakan bila Permenaker No 2
Tahun 2022 hendak diuji materi
ke Mahkamah Agung (MA).
Bahkan, Ida mengatakan uji ma-
teri tersebut merupakan bagian
dari dinamika demokrasi. Bila
memang demikian, kita masih
harus menunggu proses hukum
di MA.

Kita sangat memahami mun-
culnya keberatan dari masyara-
kat terutama pekerja terkait atur-
an tersebut. Sebab, pada dasar-
nya JHT adalah dana mereka
sendiri, bukan dana dari APBN,
sehingga mereka-lah yang mes-
tinya berhak mengaturnya. Kare-
nanya, aturan bahwa JHT baru
dapat diambil setelah pekerja
mencapai usia 56 tahun dinilai ti-
dak realistis dan merugikan
pekerija.

Banyak pertanyaan muncul
terkait aturan itu, misalnya bila
pekerja di-PHK sebelum usia 56
tahun, mengapa juga tidak bisa
mengambil dana JHT yang no-
tabene wuangnya sendiri ?
Padahal saat itu pekerja sangat
membutuhkan dana cepat atau
segera, terlebih di masa pande-
mi Covid-19 ini.

Nampaknya Menaker tetap
bertahan pada aturan bahwa
JHT untuk kepentingan pekerja,
bukan pemerintah. Itu meru-
pakan investasi pekerja yang
dananya dijamin aman karena
diawasi oleh lembaga internal

maupun eksternal, seperti
Dewan Jaminan Sosial Nasional
(DJSN), Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) dan Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK).

Pernyataan ini mengingatkan
kita pada kasus asuransi Jiwa-
sraya dan Bumiputera yang ber-
masalah dan belum selesai hing-
ga sekarang. Padahal kedua
lembaga asuransi ini diawasi se-
cara internal maupun eksternal,
namun ternyata bermasalah se-
hingga merugikan nasabah.

Tentu kita tak mengharapkan
kasus semacam itu terulang.
Belajar dari dua kasus tersebut,
meski sudah ada pengawasan,
baik internal maupun eksternal,
ternyata tidak menjamin dana
masyarakat aman. Ini tak lain
karena pengelola dana masya-
rakat mengabaikan prinsip ke-
hati-hatian. Akibatnya, masyara-
katlah akhirnya yang dirugikan.

Permenaker No 2 Tahun 2022
memang memberi peluang pe-
narikan dana sebelum pekerja
berusia 56 tahun, namun sifat-
nya terbatas, yakni mereka yang
memenuhi persyaratan telah
memenuhi kepesertaan minimal
10 tahun. Selain itu, dana yang
dapat diambil adalah 30 persen
untuk pemilikan rumah atau 10
persen untuk keperluan lainnya
dalam persiapan pensiun.
Namun pada prinsipnya dana
JHT diberikan ketika pekerja
mencapai usia 56 tahun.

Hemat kita, kalau pemerintah
memandang JHT adalah inves-
tasi masyarakat, seharusnya
bersifat sukarela. Tidak boleh
ada paksaan orang untuk berin-
vestasi. Karenanya, kita meng-
inginkan agar masyarakat diberi
keleluasaan untuk mengatur
dananya sendiri, apakah mau di-
tanamkan untuk investasi atau
diambil untuk memenuhi kebu-
tuhannya. Barangkali ini jalan te-
ngah yang bisa ditawarkan kepa-
da masyarakat agar mereka ti-
dak dirugikan. O
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Isoman atau Masuk Shelter?

MAKIN banyak warga DIY
yang terpapar Omicron varian
baru Covid-19. Banyak ahli
Kesehatan menyatakan, jika
terkena Omicron sebaiknya
segera isolasi saja di rumah
karena dianggap lebih ringan
ketimbang Covid-19 atau varian
barunya Delta. Tetapi DIY me-

nyatakan mulai mengaktifkan
shelter untuk isolasi.

Mohon bertanya, sebaiknya ji-
ka ada keluarga yang terkena
Omicron sebaiknya isolasi
mandiri saja di rumah atau ma-
suk shelter yang disediakan. O

*) Munawardi, Banguntapan,

Bantul.

Mengatur Jalur Skuter

KETIKA saya wisata ke
Yogya, di sejumlkah jalan
seperti Malioboro, Kaliurang, JI
Marga Utama saya lihat banyak
yang menggunakan skuter lalu
Lalang di sepanjang jalanan.
Maka saya merasa terganggu
di tengah jalan kaki santai, tiba-
tiba harus menghindar berkali-
kali karena ada skuter lewat.
Kelihatannya memang menarik,
namun rasa-rasanya sebagai

pejalan kaki saya agak ribet
karena beberapa kali harus
menghindari.

Usul saya, agar pemerintah
yang berwenang mulai meng-
atur jalur skuter. Supaya kami
dan wisatawan lain bisa leng-
gang kangkung lewat, tak harus
terganggu. 0

*) Ny Lita Sunaryo,
Kalideres, Jakarta.

awal bulan setiap bulan kamariah, sejak
Muharam hingga Zulhijah. Meski begitu,
setiap menjelang bulan Ramadan masya-
rakat bertanya kapan puasa Ramadan di-
mulai dan diakhiri. Dalam praktiknya
ada yang konsisten permulaan bulan
sesuai tanggal yang tertera di kalender.
Ada pula yang setiap bulan menunggu
hasil observasi, sehingga tidak jarang ter-
jadi perbedaan antara yang tertulis de-
ngan hasil observasi.

Pada tahun 1443 H /2021-2022 M
hingga bulan Rajab telah terjadi perbe-
daan sebanyak 4 kali antara pengguna
wujudul hilal, visibilitas hilal, dan
rukyatul hilal dalam memulai awal
bulan kamariah di Indonesia, yaitu
Safar, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, dan
Rajab. Dalam empat kasus tersebut
wujudul hilal dan visibilitas hilal
MABIMS (2,3,8) bersamaan sebanyak
3 kali (Safar, Rabiul Akhir, dan Rajab
1443 H), sedang rukyatul hilal
menyelisihi keduanya. Satu kali visi-
bilitas hilal MABIMS bergandengan
dengan rukyatul hilal dan berbeda de-
ngan wujudul hilal (Jumadil Awal
1443).

Peristiwa ini kemudian memuncul-
kan pandangan dari salah seorang pe-
merhati bahwa “Awal Ramadan 1443 H”
akan terjadi perbedaan. Jika dicermati se-
cara seksama kalender hijriah yang
beredar di Indonesia, baik yang dikelu-
arkan pengguna wujudul hilal, visibilitas
hilal MABIMS (2,3,8), dan rukyatul hilal
ketiganya menetapkan awal Ramadan
1443 H jatuh pada Sabtu Pon 2 April
2022.

Lalu bagaimana posisi rukyatul hilal
awal Ramadan 1443 H? Berdasarkan pe-
ngalaman selama ini ada pihak yang akan
melaporkan melihat hilal. Sekiranya ti-
dak ada yang melaporkan keberhasilan
melihat hilal, di sinilah Menteri Agama RI
diuji. Akankah MENAG RI konsisten de-
ngan kalender yang dikeluarkan oleh
Kementerian Agama RI (Tagwim Standar

Indonesia 1443-144 H) sendiri? Jika
menyelisihi Tagwim Standar Indonesia
maka perbedaan awal Ramadan 1443 H
tidak bisa dihindari.

Melihat realitas di atas kehadiran
kalender Islam pemersatu sangat dinan-
tikan. Penyatuan kalender Islam memer-
lukan cara pandang baru dalam memaha-
mi nash dan realitas. Keduanya perlu di-
padukan untuk membangun peradaban

yang berkemajuan. Ibarat keberadaan se-
buah bandara yang kurang sesuai dengan
kebutuhan dan tuntutan masyarakat ma-
ka diperlukan keberadaan bandara baru
sesuai perkembangan zaman.

Begitu halnya dalam mewujudkan
kalender Islam pemersatul tentu akan
mengalami diskusi yang panjang. Namun
semua proses harus dilakukan dengan
penuh kasih sayang. Bagi pihak yang
masih setengah hati menerima perubah-
an mungkin belum memahami nilai pen-
ting kehadiran kalender Islam yang ma-
pan. Hal ini dimungkinkan cara pandang
yang dimiliki. Apalagi terkait “keyakinan”
dalam memahami nash. Semua itu harus
dihormati.

Meskipun demikian proses penyatuan

KR-JOKQ SANTOSO

menunjukkan keindahan peradaban
Islam. Kendala yang terjadi selama ini
karena sosialisasi dan kajian tentang
kalender Islam global kurang maksimal
dan belum merata baik tingkat nasional,
regional, maupun internasional. Begitu
juga literatur tentang Kalender Islam
Global masih terbatas.

Akibatnya arti penting kehadiran
kalender Islam global belum banyak dipa-
hami dan dirasakan. Tak kenal maka tak

sayang. Untuk itu diperlukan sosialisasi
secara masif dan berkelanjutan baik
tingkat nasional, regional, maupun in-
ternasional. Kehadiran kalender Islam
global selain untuk mewujudkan keber-
samaan dalam beribadah juga bisa digu-
nakan untuk sistem akutansi syariah
dan sistem penggajian. Jika hal ini dipa-
hami maka sangat dimungkinkan akan
banyak yang tertarik dan menerima ke-
hadirannya.

Tak dapat dipungkiri dalam konteks
penyatuan kalender Islam pemerintah
telah banyak berkontribusi. Meskipun
demikian tidak ada salahnya langkah-
langkah yang dilakukan dievaluasi agar
lebih terarah dan hasilnya maksimal.
Dengan demikian kalender Islam pemer-
satu yang diimpikan dapat segera diwu-
judkan. O

*) Prof Dr Susiknan Azhari, Guru
Besar Fakultas Syari,Aéah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan
Direktur Museum Astronomi Islam.

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih
partisipasinya dalam menulis dan me-
ngirimkan artikel untuk SKH Kedaulatan
Rakyat. Selanjutnya redaksi hanya me-
nerima tulisan lewat email
opinikr@gmail.com dengan panjang
tulisan antara 535 - 575 kata, dengan
mengisi subjek mengenai isu yang di-
tulis serta jangan lupa menampilkan fo-
tocopy identitas. Terimakasih.

Inovasi 'DEWI-DEDT’, Solusi Ketimpangan Desa

SEJAK 26 November 2007, secara res-
mi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
menyepakati bahwa setiap tanggal 20
Februari diperingati sebagai Hari
Keadilan Sosial Sedunia. Hari keadilan
sosial sedunia untuk mendukung upaya
masyarakat dunia dan mencari solusi
agar dapat mencapai pembangunan ber-
kelanjutan dan juga untuk memenuhi as-
pirasi masyarakat melalui pemerintahan
yang inklusif terutama kemiskinan dan
ketimpangan.

Namun seremonial ini harus dimaknai
secara substansi, bukan hanya melaku-
kan peringatan Hari Keadilan Sosial se-
cara rutinitas dan selanjutnya selesai tan-
pa ada pekerjaan rumah yang bisa disele-
saikan berdasarkan permasalahan bang-
sa, ttapi lebih dari itu bagaimana mencari
solusi dan melakukan langkah yang nya-
ta untuk mewujudkan keadilan sosial
tersebut, sehingga cita-cita kehidupan
berbangsa dan bernegara mewujudkan
negara yang adil, makmur dan sejahtera
bisa tercapai.

Sejak Negara Kesatuan Republik Indo-
nesia (NKRI) diproklamasikan oleh the
founding father, Pancasila menjadi Dasar,
Falsafah dan Ideologi negara. Keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
merupakan salah satu sila yang terdapat
dalam sila kelima dari Pancasila. Hal ini
menjadi landasan dan sekaligus ukuran
bahwa keadilan sosial sebagai tujuan dan
kemajuan Indonesia.

Sebagai dasar negara dan sebagai sum-
ber dari segala sumber hukum, Pancasila
diturunkan ke dalam konstitusi, yaitu
Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 seba-
gai penjabaran cita-cita dan tujuan kehi-
dupan berbangsa dan bernegara dalam
melindungi seluruh rakyat, mencer-
daskan dan mensejahterahkan rakyat
Indonesia dimanapun saja berada terma-
suk di Desa.

Ketimpangan sosial di desa merupakan

Alimansyah

permasalahan keadilan sosial yang belum
terselesaikan dan masih menjadi pekerja-
an rumah pemerintah, termasuk di desa.
Saat ini, menurut data BPS 2021, kemis-
kinan di desa masih jauh lebih tinggi di-
banding angka kemiskinan di kota. Per-
sentase penduduk miskin perkotaan pada
September 2021 yaitu 7,60 persen, sedang
persentase penduduk miskin perdesaan
pada September 2021 sebesar 12,53
persen. Dengan demikian permasalahan
ketimpangan sosial antara kota dan desa
masih menjadi permasalahan saat ini.

Selain itu secara spasial pembangunan
di desa masih tertinggal dibanding perko-
taan, walau saat ini anggaran yang di-
gelontorkan ke desa semakin besar setiap
tahunnya. Namun menurut data survei
Kementerian Desa, Pembangunan Dae-
rah Tertinggal bahwa pada tahun 2021
masih ada sekitar 12.635 desa tertinggal
dan 5.649 desa Sangat Tertinggal di selu-
ruh Indonesia.

Dewi Dedi sebagai Solusi

Sebagai negara terindah di dunia pada

tahun 2022 berdasarkan publish

Selain itu, di era digitalisasi saat ini
tentu potensi desa yang indah bisa lebih
digali dan produk yang ada dapat di-
branding keluar desa sehingga desa bisa
menjadi tujuan wisata dan produk-pro-
duk yang ada dapat dipasarkan ke pasar
yang lebih luas dengan menjadikan desa
sebagai Desa Digital (DEDI). Dengan
demikian dapat meningkatkan pendapat-
an masyarakat dan mendatangkan peker-
jaan baru serta mengentaskan kemiskin-
an di desa.

Akhirnya di Hari Keadilan Sosial Sedu-
nia, saatnya untuk merefleksi pekerjaan
rumabh, yaitu mewujudkan keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia yang ter-
maktub dalam Pancasila dan Pembukaan
UUD 1945, yaitu menjadi negara adil,
makmur dan sejahtera, termasuk di desa
dengan menjadikan Desa Wisata dan
Desa Digital sebagai salah satu solusi ter-
hadap kesenjangan dan keadilan sosial,
termasuk di DIY yang merupakan tujuan
wisata dunia. [

*) Alimansyah., Dosen Administrasi
Publik Universitas Bengkulu, Mahasiswa
Doktoral Manajemen & Kebijakan Publik

oleh situs money.co.uk, Indonesia
berada di urutan pertama mem-
bawahi negara-negara maju seper-
ti Selandia Baru, Jepang dan
Prancis. Keindahan alam teruta-
ma gunung berapi, terumbu
karang, gletser, garis pantai,
maupun hutan, hampir dimiliki
oleh setiap wilayah di Indonesia,
termasuk desa yang ada di DIY.
Karena itu konsep Desa Wisata
(DEWI) yang selama ini sudah
banyak dilakukan dan berhasil
bisa menjadi best practice yang da-
pat dikembangkan lebih masif lagi
ke setiap desa yang hampir semua
memiliki potensi wisata.

DPR minta aturan JHT ditinjau ulang.
-- Tak cuma ditinjau, tapi diubah.

Pemda DIY siap aktifkan satgas isoman.
-- Segera saja, kasus terus melonjak.

Tak ada zona merah di Kota Yogya.
-- Soal hijau atau merah, tergantung
masyarakat.
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